PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 814 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS + 35.316 M2 (LEBIH KURANG TIGA PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS
ENAM BELAS METER PERSEGI) PADA KELURAHAN CAKUNG TIMUR,
KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor
3772/-1.711 tanggal 10 Desember 2019 dan Berita Acara
Serah Terima Nomor 3769/-1.711 tanggal 10 Desember 2019,
Barang Milik Daerah berupa tanah seluas + 35.316 m? (lebih
kurang tiga puluh lima ribu tiga ratus enam belas meter
persegi) yang terletak di Jalan Tambun Rengas, Kelurahan
Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi
Jakarta Timur yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari
para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang
telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada
Lurah Cakung Timur;

b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat
Lurah Cakung Timur tanggal 10 Februari 2020 Nomor
236/-076.2, perlu ditetapkan status penggunaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang
Milik Daerah Berupa Tanah Seluas + 35.316 m? (lebih kurang
tiga puluh lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi)
pada Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota
Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601};

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk
Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS + 35.316 M2 (LEBIH KURANG TIGA PULUH LIMA RIBU
TIGA RATUS ENAM BELAS METER PERSEGI) PADA
KELURAHAN CAKUNG TIMUR, KECAMATAN CAKUNG, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa
tanah seluas + 35.316 m? (lebih kurang tiga puluh lima ribu tiga
ratus enam belas meter persegi) pada Kelurahan Cakung Timur,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Lurah Cakung Timur melakukan pengelolaan Barang Milik
Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan
secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta
melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.



KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang
Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
menjadi tanggung jawab Lurah Cakung Timur.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRE ARIS DAERAH,.

-

“'SAEFULLAH
Tembusan:

Gubernur DKI Jakarta

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
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6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

PO

o



HVYTINANYS -

‘HYYAVA SR JAIFS
VIAVIAVE VIO NI
SNSNHI HVAAVA dNNJFgND u'e

‘ G1ns) INWL], Blrexe ISensmuwpy e103]
AqL ‘Lreay o . wnsey
; 00°000°008'1¥L 91¢ o ov8'ce 8303 wnwyf) Suns{e) weyeureoay] 1nwi], ursie)| 610Z/€0/€1 | Z00000 guosoy] yeue[( SO0SOTTIIOI0 | ¢
PUBTUISPON “Ld sose ]
euUBIES Yeue], ueyeInay sesuay unqure], uerer
sasing . elepnd rersog wnseyq TTUILL SIS [SELSIUpY €103
o . 00°000°0C0°'188°€C qut 9LYT 3unyfe) werewreday rnur, 3unyed| 610z/€0/€1 | 100000 suoso}] yeuel( S00SOTITOIO0 | 1
purs BN “1d BINg yeue], sosey
ueyeIn|a)] seduay unqure], uerer
(da) TeqyILg | weyso1ad Ueya[019d g .
ue3ueialdy weyarosd B8reL uenjeg uernyn} ueeun33uad 0N [esy yeurery - I91S139Y Suereg eweN ueredq apo3 | ‘ON

JNWIL VIIVIVE ISVALSININAY VIO ‘ONNMVO NVLYWVOEN “ANNLL HNNMVO NVHVINTAN vavd
(10@s¥dd YALIW SVTEE WVNE SNLVA VOLL Nl VINIT HN'INd VOILL DNVANS HIGAT)N 91€'SE F SVN'TAS HYNVL VANAAL HVIAVA MITIN DNVIVE AV.LIVA

ANNLL VIAVAVL ISVALSININGY VLOY ‘ONNYMVO NV.LVINVOINR

ANNIL ONNAVO NVHVINTEN vAVd (1DFSAAd ¥FLIAN SYTId WYNE SNLVA

VOIL NI VINI'T HN'INd VOLL ONVAN HIGAT) A 9T€'SE F SYN'TAS HYNVL vdN3dd
HVIava JITIN DNVIVE NVVNNDONAd SNLVLS NVAV.ILANAd

DONVINHL

0207 NNHVL %18 JONON

VLAYV VLOMINAI SNSAHM HYEAVA ANNJIFND NVSNLNdIA
NVIIdNVT




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

